
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA SALINAN

IIEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM I(ABUPATEN BLORA

NOMOR : 9/HM.O2-Kpt | 3316/ KPU-Iigrb I llU 2O2l
TEITTAITG

BADAN KOORDINASI I(EHUMASAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

L Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi

kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora dan Dinas/lnstansi di Kabupaten Blora, perlu

dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Blora tentang Badan Koordinasi Kehumasan

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4546);

2. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 201s tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor l_

Tahun 2ol4 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 , Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

PeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2A tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ot4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 65a7\

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ot7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35

Tahun 2Ot4 tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor L4O4);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pubiik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4561;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2ALT Nomor Da9l;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2018 tentang Sosiaiisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 193);
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g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 17631;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2A tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1236]r;

1 1. Keputusan Komisi Pemiihan Umum Republik Indonesia

Nomor 172 /HM.A7.Kpt/AO IKPU /fil/2021 tentang Badan

Koordinasi Komisi Pemilihan Umum.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 5 I HM.O2-BAI33 16/ KPU-Kab I lll I 2O2 1 tanggal 3 1

Maret 2021.

MEMUTUSI{AN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN BLORA

TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

\-
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora dengan Dinas/lnstansi lain di Kabupaten

Blora untuk kelancaran a-rus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan

Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah

tingkat daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. Menghimpuh, mengelola, dan menyalurkan

data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun

Anggaran 2027;

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

Pada tanggal : 31 Maret2O2l.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

\/

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN BLORA
b Bagian Hukum

NUSANTARA

I
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SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I{ABUPATEN BLORA

Ditetapkan di Blora.

Pada tanggal : 31 Maret 2021.

KETUA KOMISI PBMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR :9 I HM.a2-Kptl 33 16/ KPU-Kab I rrt I 2o2t
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN BLORA
Hukum

JABATAN DALAM TIMJABATAN DALAM DINASNAMANO
Ketua Pembina1 MOHAMMAD KHAMDUN, S.Pd.I

Anggota PembinaACHMAD HUSAIN, S.T2
PembinaAnggota3 HENI RINA MINARTI
PembinaAnggota4 MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP

Anggota PembinaNAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP5
KetuaEDI PURWANTORO, S.E Sekretaris6

Kasubag Tehnis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hubungan
Masyarakat

Ketua Pelaksana
Bidang Diseminasi

Informasi dan Advokasi

WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKOM

Ketua Pelaksana
Bidang Sumber Daya

Manusia

8 GALUH CAHYA
NUSANTARA,S.IP., M.A.

Pelaksana Pelaksana Bidang
Diseminasi Informasi

I SUKARMADI

Pelaksana Bidang
Diseminasi Informasi

10 YUSHINTA DWI SAVITRI, SE Staf

Staf Pelaksana Bidang
Sumber Daya Manusia

11 DEDDY CUKSANCOKO, SH

Pelaksana Bidang
Diseminasi Informasi

t2 SUKIMIN Pelaksana

Staf Pelaksana Bidang
Diseminasi Informasi

RUSTYANINGSIH, SE

Staf Pelaksana Bidang
Diseminasi Informasi

74 AGUSTIAN EKO SAPUTRO, SE

NUSANTARA

Kasubag Hukum

jdih.kpu.go.id/jateng/blora


